
3. Undang+Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lernb rran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197 4 tentang 
Pengairan (Lemt aran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 65, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3046); 

Lingkungan Prov insi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 
1950); 

ten tang 
dalarn 

1. Undang+Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah+daerah Kabupaten 

c. bahwa berdasark an pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
pada huruf a, rnaka dipandang perlu rnenetapkan 
Peraturan Bupa :i tentang Kelernbagaan Pengelolaan 
Irigasi Kabupater Bekasi. 

a. bahwa berdasark an Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi perlu dilakukan 
pemberdayaan untuk mernperkuat fungsi dan peran 
lernbaga pengel )la Irigasi untuk mewuiudkan tertib 
pengelolaan ir igasi dalarn Pengernbangan dan 
Pengelolaan siste m Irigasi di Kabupaten Bekasi: 

DENGAN RAHMAT Tl HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

KELEMBAGAAN PE: '1GELOLAAN IRIGASI 

TEN1"ANG 

NOMOR 4-4 ~al'.un 2016 

PERATURAN EUPATI BEKASI 

Mengingat 

Menirnbang 



Um urn Nomor 
Pernberdayaan 

12. Peraturan Me nteri Pekeriaan 
33/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
P3NGP3NIP3A; 

Nomor 
dan 

11. Peraturan Me nteri Pekerjaan Umum 
32/PRT/l\1/2007 tentanz Pedoman Operasi 
Pemcliharaan Jar ingan Irigasi: 

10. Peraturan Me nteri Pekeriaan Umum Nomor 
31/PRT/!\1/2007 tentang Pedoman Mengenai Kornisi 
Irigasi: 

9. Peraturan Me nteri Pekeriaan Umum Nomor 
30/PRT/1\1/2007 tentang Pedoman Pengernbangan dan 
Pengelolaan Sistern Irigasi Partisipatif: 

8. Peraturan Meriteri Pekerjaan Umum Nomor 
63/PRT/t,.I/1993 tentang Garis sempadan sungai, Daerah 
rnanfaat sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas 
Sungai: 

7. Peraturan Peme.intah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negar.i Republik Indonesia Nomor 4 727): 

6. Peraturan Perner intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urus.an Pernerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan I iaerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupa1en/Kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lernbara n Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 46, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624): 

4. Undang+Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan [ aerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupa :i dan perangkat daerah sebagai unsur 
penvelenggara Pernerintahan Daerah: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi, 

B1ffi I 
KETENTt JAN U!\1UM 

Pasal I 

PERA TURAN BUI 'ATI TEN TANG KELE!\IBAGAAN 
PENGELOLAAN IRIG.\SI KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

18. Peraturan Daerz h Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2014 tentang O ·ganisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi (Lernbar an Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2014, Nomor 8): 

i\lEMU' ~US KAN : 

17. Peraturan Daers h Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 
2013 tentang : rigasi (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2013 Nomor 4): 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Dae ·ah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 6): 

15. Peraturan Mente ri Pekeriaan Umum Nomor 12 Tahun 
2015 ten tang I: ksploitasi dan Perneliharaan Jaringan 
Irizasi: 

14. Peraturan Mente ri Pekeriaan Umum Nomor 10 Tahun 
2015 tentang tencana dan Rencana Teknis Tata 
Pengaturan Air: 

13. Peraturan Me rteri Pekerjaan Umum Nomor 
390/PRT/2007 te ntang Penetapan Status Daerah Irigasi 
yang Pengelclaannya meniadi Wewenang dan Tanggung 
Jawab Pernerintah Provinsi dan Pernerintah 
Kabupaten/Kota: 



15. Operasi iaringan irigasi adala 1 upaya pengaturan air irigasi dan 
pernbuangannya termasuk kegia an mernbuka menutup pintu bangunan 
irigasi, menyusun rencana tats tanam, menyusun system golongan, 
menyusun rencana pernbagia 1 air, kalibrasi pintu/ bangunan, 
mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi: 

14. Pengelolaan [aringan irigasi ac alah kegiatan yang meliputi operasi, 
pemeliharaan, dan rehabilitasi iari igan irigasi di daerah irigasi: 

13. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsl dan kondisi 
laringan irigasi yang sudah ad 1 atau kegiatan menarnbah luas areal 
pelayanan areal pelayanan pada iaringan irigasi yang sudah ada dengan 
mernpertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi: 

12. Pernbangunan Jaringan Irigasi ada lah seluruh kegiatan penyediaan Iaringan 
irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya: 

11. Pengernbangan [aringan irigasi arlalah pembangunan iaringan irigasi baru 
dan/atau peningkatan [aringan irig rsi yang sudah ada; 

10. Jaringan irigasi meliputi prasarar a irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, 
kelernbagaan pengelolaan irigasi can sumber daya rnanusia: 

9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pernbuangan air irigasi 
untuk rnenuniang pertanian yan ~ ienisnya rneliputi irigasi permukaan, 
irigasi rawa, irigasi air bawah tam h, irigasi pornpa, dan irigasi tarnbak: 

8. Surnber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 
terdapat pada, di atas, ataupun di :,awah permukaan tanah ; 

7. Air Tanah adalah air yang terdz pat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah: 

6. Air permukaan adalah sernua air y mg terdapat pada perrnukaan tanah ; 

5. Air adalah semua air yang terclapat pada, di atas ataupun di bawah 
perrnukaan tanah, termasuk dalarr pengertian ini perrnukaan, air tanah, air 
huian, dan air laut yang berada di Jarat: 

4. Dinas Teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang 
mernbidangi irigasi. 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 



27. Jaringan Irigasi Primer adalah bar.Ian dari [aringan irigasi yang terdirl dari 
bangunan utama, saluran induk atau primer pembuangannya, bangunan 
bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya: 

26. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pclcngkapnva 
yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 
pernbagian, pernberian. penggunaz n, dan pembuangan air irigasi: 

25. Dacrah irigasi adalah kcsatuan laian yang mcndapat air dari satu iaringan 
irigasi: 

24. Pembuangan air irigasi, selaniutnya disebut drainase, adalah pengaliran 
kclcbihan air yang sudah tidak dipcrgunakan pada suatu daerah irigasi 
tertentu: 

23. Penggunaan air irigasi adalah keg atan mernanfaatkan air dari petak tersier 
untuk mengairi lahan pcrtanian pa la saat diperlukan: 

22. Pernberian air irigasi adalah ke giatan rnenvalurkan air dengan iumlah 
tertentu dari iaringan primer atau iaringan sekunder ke petak tersier: 

21. Pernbagian air irigasi adalah kegiatan mernbagi air di banzunan bagi dalam 
iaringan primer dan/atau [aringan sekunder: 

20. Penycdiaan air irigasi adalah peru.ntuan volume air per satuan waktu yang 
dialokasikan dari suatu surnber air untuk suatu daerah irigasi yang 
didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk 
rnenunjang pertanian dan keperluan lainnya: 

19. Pengaturan air irigasi adalah kegii.tan yang meliputi pernbagian, pernberian, 
dan penggunaan air irigasi: 

18. Pengernbangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah 
penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani seiak pemikiran awal 
sarnpai dengan pengarnbilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada 
tahapan perencanaan, pernbargunan, operasi, pemeliharaan, dan 
rehabilitasi: 

17. Rehabilitasi iaringan irigasi adalar kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna 
mengernbalikan Iungsi dan pelayanan irigasi seperti sernula: 

16. Perneliharaan Jaringan Irigasi ad alah upaya rneniaga dan mengamankan 
rarmgan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna 
memperlancar pelaksanaan operas i. dan mempertahankan kclestariannya: 



39. Hak guna usaha air untuk irig isi adalah hak untuk mernperoleh dan 
rnengusahakan air dari sumbe:: air untuk kepentingan pengusahaan 
pertanian: 

38. Hak guna pakai air adalah hak mtuk memperoleh dan rnernakai air dari 
sumber air untuk kepentingan pen zalran: 

37. Hak guna air untuk irigasi adalah nak untuk memperoleh dan mernakai atau 
rnenge sahkan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian: 

3G. Induk Perkumpulan I'etani Perna mi Air yang selaniutnya disingkat IP3A 
adalah kelembagaan seiurnlah Gf 3A yang bersepakat bekeriasarna untuk 
mernanfaatkan air irigasi dan [a: ingan irigasi pada daerah layanan blok 
primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi: 

35. Gabungan Petani Pernakai Air /ang selaniutnya disebut GP3A adalah 
kelembagaan seiumlah P3A yang bersepakat bekeriasarna mernanfaatkan 
air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, 
gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi: 

34. Perkumpulan Petani Pemakai Ai· yang selaniutnya disebut P3A adalah 
kelembagaan pengelolaan irigasi yang rneniadi wadah petani pernakai air 
dalam suatu daerah layanan/petal: tersier atau desa yang dibentuk secara 
demokratis oleh petani pemakai air terrnasuk Iernbaga lokal pengelola 
irigasi: 

33. Masyarakat I'etani adalah kelornp rk masyarakat (laki-Iaki dan perempuan) 
yang bergerak dalarn bidang per: anian, baik yang telah bergabung dalarn 
organisasi perkarnpulan petani pe nakai rnaupun petani lainnya yang belum 
bergabung dalarn organisasi perkt mpulan petani pernakai air; 

32. Petak tersier adalah areal s..wah yang merupakan kesatuan dan 
rnendapatkan air irigasi melalui sa tu jaringan tersier: 

31. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi: 

29. Jaringan irigasi tersier adalah j aringan irigasi yang berfungsi sebagai 
prasarana pelayanan air irigasi dalarn petak tersier yang teerdiri atas 
saluran tersier, saluran kuarter d m saluran pernbuang. boks tersier, boks 

30. kuarter, serta bangunan pelengkapnya: 

28. Jaringan Sekunder adalah bagiar dari [arlngan irigasi yang terdiri atas 
saluran sekunder, saluran pernbunngannya, bangunan bagi, bangunan bagi 
sadap, bangunan sadap, dan bangunan nelengkapnya: 



48. Kelernbagaan Pengelolaan Irig asi adalah Instansi Pemerintah dan 
Pemerintah daerah yang rnernbid.mgi irigas], Perkumpulan Petani Pernakai 
Air dan Kornisi Irigasi, 

47. Pencegahan adalah upaya yang di akukan sebelum teriadinya pelanggaran: 

46. Konscrvasi Sumber Air adala 1 upaya mcrnlihara keberdaan sorta 
keberlaniutan keadaan, sifat dan f .mgsi surnber air agar senantiasa terscdia 
dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
makhluk hidup, nbik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan 
datang: 

45. Daerah Sernpadan Irigasi adalah l.awasan sepanjang saluran dan sekeliling 
bangunan irigasi di luar iarinzan irigasi yang dibatasi oleh garis sepadan 
untuk mengarnankan [aringan irigc si: 

44. Garis Sernpadan Irigasi adalah b rtas pengamanan bagi saluran dan/ a tau 
bangunan irigasi dengan [arak trrtentu sepanjang saluran dan sekeliling 
bangunan: 

43. Pernberdayaan Perkumpulan Petani Pernakai air adalah upaya penggunaan 
dan peningkatan kemampuan perk urnpulan petani pemakai air yang rneliputi 
aspek kelernbagaan, teknis dan pernbiayaan dengan dasar keberpihakan 
kepada petani melalui pernbe ntukan, pelatihan, pendarnpingan dan 
menumbuh kernbangkan partisipas i: 

42. Pengelolaan a set irigasi adalah p ~oses manaiernen yang terstruktur untuk 
perencanaan pemeliharaan dan tendanaan sistem irigasi guna mencapai 
tingkat pelayanan yang ditetapk an dan berkelaniutan bagi pernakai air 
irigasi dan pengguna iaringan irig asi dengan pernbiayaan pengelolaan aset 
irigasi seefisien mungkin: 

41. Forum koordinasi daerah irigasi idalah sarana konsultasi dan komunikasi 
antara P3A, petugas pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas 
pernerintah kabupaten/kota dan p engguna jaringan irigasi untuk keperluan 
lainnya dalam rangka pengelolr an irigasi yang [aringannya berfungsi 
rnultiguna pada suatu daerah iriga si: 

40. Komisi irigasi kabupaten adalah le mbaga koordinasi dan kornunikasi antara 
wakil pemerintah daerah kabupatrn, wakil perkumpulan petani pernakai air 
tingkat daerah irigasi, dan wakil p ingguna iaringan irigasi pada kabupaten: 



Ruang lingkup perigaturan kelernbag.ran pengelola irigasi dalarn Peraturan 
Bupati ini rneliputi : 
a. Keanggotaan, susunan organisasi, wilayah keria, hubungan kerja dan 

hubungan Iungsional, pernbiayaar , pemantauan dan evaluasi P3A. GP3A 
dan IP3A; 

b. Susunan organisasi keanggotaan, 1 atakeria dan pembiayaan Kornisi irigasi: 
c. Pernberdayaan kelernbagaan pengslolaan irigasi: dan 
d. Tugas dan tanggung iawab SKPD pengelola irigasi. 

(3) Prinsip Partisipatif sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) adalah setiap 
anggota berperan aktif dan me mil iki hak dan kewaiiban yang sarna dalarn 
upaya membentuk, mengernbang can, dan mengelola kelernbagaan P3A 
atas dasar kebutuhan bersarna, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi. 

Pasal 4 

(2) Prinsip Integrasi sebagaimana dirr aksud pad a ayat ( 1} adalah keterpaduan 
baik program, pelaksanaan maupu.i evaluasi. 

(1) Pengaturan kelernbagaan penge Iola irigasi didasarkan pada pnnsip 
integrasi, dan partisipatif. 

BAB III 
PRINSIP DAN F UANG LINGKUP 

Pa:;al 3 

(2) Tuiuan pengaturan kelernbaga in pengelola irigasi adalah untuk 
memberikan pedoman teknis b Hd lembaga pengelola irigasi dalarn 
melaksanakan Pengernbangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. 

(1) Maksud Pengaturan kelernbagann pengelolaan irigas! adalah untuk 
memperkuat Iungsi dan peran lernbaga pengelola irigasi dalam 
Pengembangan dan Pengelolaz n Sistem Irigasi Partisipatif guna 
mewuiudkan tertib pengelolaan iri.tasi. 

BP. B II 
1IAKSUD DAN TUJUAN 

Pa::al 2 



(5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian <laerah irigasi atau 
pada [aringan irigasi sekunder di v/ilayah kerianya 

(4) Pengurus GP3A dan IP3A sebaga.mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalarn rapat anggota yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan 
pelaksana teknis 

(3) Pengurus P3A sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat 
anggota yang terdiri atas, ketua, wakil, sekretaris, pelakasana teknis, dan 
ketua blok layanan tersier. 

(2) Ra pat anggota sebagairnana din .aksud ayat ( 1) merupakan kekuasaan 
tertinggi di dalam organisasi P3A,i;P3A, dan IP3A 

(1) Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, 
pengurus, dan anggota 

Pa.ral 6 

(4) Beberapa GP3A mengadakan ke sepakatan bersarna untuk rnernbentuk 
IP3A yang berlokasi pada satu dae rah irigasi atau pada tingkat Primer. 

(3) Beberapa P3A yang berlokasi p ida sebagian daerah irigasi a tau pada 
tingkat sekunder mengadakan kesepakatan bersarna untuk membentuk 
GP3A: 

(2) Pernbentukan Perkurnpulan Petani Pernakai Air difasilitasi oleh 
Pernerintah Kabupaten, dan/ata 1 pihak lain dengan mernperhatikan 
kesetaraan gender baik dalam keanggotaan maupun kepengurusannya: 

bidang pertanian yang mendapat air irigasi, dan bads n usaha di 
memanfaatkan air irigasi: 

(1) Anggota P3A terdiri atas petani ~ ang mendapat manfaat secara lanzsunz 
dari pelayanan petak tersier, iri~ asi pornpa, dan irigasi perdesaan yang 
mencakup pemilik sawah, pens garap sawah, penyakap sawah yang 

Pa:;al 5 

Bagiar Kesatu 
Keanggotaan dan Susunan Organisasi 

DA[3 IV 
PERKU~IPULAN PI:TANI PEilAI<AI AIR 



(2) Anggaran dasar dan anggaran rur iah tangga scbagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan 
ditandatangani oleh ketua dan sek ·etaris. 

( 1) Ketentuan dalam anggaran dasar c.an anggaran rumah tangga sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan 
kernarnpuan petani, 

Pa:;al 8 

(3) Anggaran rumah tangga sebagai nana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
paling tidak memuat: 
a. Tujuan pedirian ; 
b. Keanggotaan ; 
c. Kepengurusan ; 
d. Keuangan ; 
e. Penagawasan dan badan pemeriksa ; 
f. Rencana keria pengusurus ; 
g. Rincian bentuk pelanggaran den bentuk sanksi ; 
h. Prosedur pengarnbilan keputusan ; dan 
1. l\lekanisme perubahan anggar.m rumah tangga, 

(2) Anggaran dasar sebagairnana <lim iksud pada ayal (1) huruf a paling Iidak 
mernuat: 
a. Alasan pendirian 
b. Tuiuan pendirian 
c. Tugas dan fungsi 
d. Kcpengurusan dan keanggotas n 
e. Wilayah keria: dan 
f. Mekanisrne perubahan anggar.in dasar 

(1) Organisasi P3A,GP3A, <lan IP3A waiib rnenyusun 
a. Anggaran Dasar (AD); dan 
b. Anggaran Rurnah Tangga (AR~'). 

Bagiar. Kedua 
Anggaran Dasar dan A nggaran Rumah Tangga 

Pa.:al 7 

(6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada salu daerah 
irigasi. 



(1) Pernbiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berasal dari APBD dan 
pendapatan lain yang sah dan tidal: mengikat. 

I'asal 10 

Bagian Keernpat 
Pernt iayaan 

(6) Hubungan kerja P3AfGP3AfIP3 ~ dengan komisi irigasi Kabupalen 
dilakukan untuk rnenyalurkan aspirasi dan mernperiuangkan hak 
P3A/GP3A/IP3A dalam pengernb.mgan dan pengelolaan jaringan irigasi 
serta untuk menyalurkan usah.. pertanian sesuai dengan peraturan 
perundang undangan. 

(5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A denga 1 lernbaga non pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta 
fasilitasi yang tidak mengikat 

(4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A deng m pemerintah kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) rneliputi : 
a. Pemberian birnbingan telmis p ertanian kepada P3A/GP3A/IP3A 
b. Partisipasi dalarn pelaksanaau evaluasi pengelolaan aset pemerintah 

daerah: dan 
c. Penentuan prioritas penggur.aan biaya operasi perneliharaan dan 

rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana 
Pernerintah Daerah. 

(3) Ilubungan P3A/GP3A/IP3A denj an lernbaga non pernerintah bersifat 
kooperatif dan konsultatif 

(2) Ilubungan P3A/GP3A/IP3A denga 1 Pernerintah Daerah bersifat Iungsional 
dan/ atau konsultatif 

(1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan /atau IP3A dalam pengernbangan 
dan pengelolaan sistem irigasi be rsifat koordinatif dan konsultatif sesuai 
dengan tanggung [awab masing+rn a sing 

Pa sal 9 

Bagia: 1 ketiga 
Hubungan keria dan Hubungan Fungsional 



(3) Ketua sebagaimana dimaksud pa.la ayat (1) huruf b, diiabat oleh Kepala 
SK.PD yang rnenangani urusan per gelolaan sumber daya air 

(2) Ketua sebagaimana dimaksud parla ayat (1) huruf a, diiabat oleh Kepala 
SKPD yang menangani perencana in pembangunan daerah 

(1) Susunan kepengurusan Kornisi Irir.asi Kabupaten terdiri atas : 
a. Ketua : 
b. Ketua harian ; 
c. Sekretaris : 
d. Ketua bidang bila diperlukan ; 
e. Anggota : 

BI.B V 
E:OtIISI IRIGA31 KABUPATEN 

Bagiar. Kesatu 
Susunan dan keanggotaan 

Pa~al 14 

(3) Evaluasi sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) dilakukan sekurang 
kurangnya ( 1) kali dalam setahun. 

(2) Pemantuan (monitoring} sebagairr ana dirnaksud dalam ayat (1) dilakukan 
secara berkelaniutan 

( 1) Pernantauan (monitoring) dan evaluasi dituiukan untuk rnengetahui 
pelaksanaan pemberdayaan P3N<iP3NIP3A dan peran pemerintah serta 
perkembangannya 

Pa~al 12 

Lernbaga pengelola irigasi rnelakukan i ernantauan (monitoring) dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan perigelolaan irig: si sesuai tugas dan tanagunz iawabnya. 

Pasal 11 

Bazian :{elima 
Pemantauan (Alomtoring) dan Evaluasi 

(2) Dalam hal mengalarni keterbatasau dana untuk pemberdayaan, Pemerintah 
Daerah dapat mengaiukan perrnintaan kepada pemerintah provinsi dan/ 
atau Pemerintah. 



(4) \Vakil perkurnpulan petani pernakai air sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan 
ditetapkan oleh Bupati, 

(3) Wakil Pemerintah Daerah sebaga rnana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, 
terdiri atas : 
a. \Vakil dari sekretariat daerah: 
b. Wakil dari SKPD yang menangs ni urusan pengelolaan surnber daya air; 
c. \Vakil dari SKPD yang menangs ni urusan pertanian: 

(2) Keanggotaan sebagaimana dirnak sud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c 
dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah 
irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasl, dan tingkatan jaringan irigasi 
teknis,semi teknis, dan sederhana 

( 1) Keanggotaan Kornisi Irigasi Kabut aten terdiri atas : 
a. \Vakil dari Pemerintah Daerah 
b. \Vakil dari perkurnpulan petan: pemakai air; dan 
c. Wakil dari kelornpok penggun: [aringan irigasi lainnya. 
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(8) Tenaga ahli sebagairnana dirnaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua 
komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati. 

. . . mgast. 

(7) Apabila diperlukan, Kornisi Irigas i Kabupaten dapat dibantu oleh tenaga 
ahli yang sudah berpengalarnan dalarn pengernbangan dan pengelolaan 

(6) Anggota sebagaimana dimaksud p ida ayat ( 1) huruf e dapat dikelornpokan 
se suai dengan kelornpok bidang y,:ng diperlukan dan disepakati. 

(5) Ketua bidang sebagairnana dimak sud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh 
wakil/ unsur nonpernerintah dari vakil/ unsur perkumpulan petani pemakai 
air atau pengguna iaringan irigasi ainnya. 

(4) Sekretaris sebagairnana dimaksud pada (1) huruf c terdiri atas : 
a. Sekretaris I yang diiabat c leh kepala bidang pada SKPD yang 

menangani urusan pengelolaar sumber daya air ; dan 
b. Sekretaris II yang diiabat oleh kepala bidang pada SKPD yang 

rnenangani urusan pertanian 



(2) Sekretariat Kornisi Irigasi Kabupa ten sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
bertugas : 
a. Mendukung pelaksanaan tuga.: dan fungsi Kornisi Irigasi Kabupaten ; 
b. Mernfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang 

diperlukan oleh Kornisi Irigasi Kabupaten: dan 

(1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh 
ketua harian Kornisi Irigasi 
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(4) Staf sekretariat terdiri atas pe gawai yang berasal dari SI<PD yang 
menangani urusan pengelolaan su.nberdaya air dan pertanian. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sekretaria. dilakukan di kantor sekretariat yang 
berada di lingkungan kantor SKI'D yang menangani urusan pengelolaan 
surnberdaya air 

(2) Kepala sekretariat secara admini stratif bertanggung iav .. ·ab kepada ketua 
komisi irigasi melalui sekretaris k imisi irigasi 

( 1) Pelaksanaan tugas Kornisi Irigasi Kabupaten difasilitasi oleh sekretariat 
komisi irigasi yang dipirnpin oleh l .epala sekretariat, 

Pasal 17 

(2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pernerintah 
berimbang 

(1) Jumlah anggota Kornisi Irigasi Ka bupaten sedapat rnungkin dibatasi, agar 
dapat berialan secara efektif dan disien. 

(6) Wakil kelornpok pengguna jaring an irigasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c terdiri atas angg rta kelornpok bersangkutan yang dipilih 
oleh anggota kelornpoknya secara demokratis untuk diusulkan dan 
ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Untuk pemerataan peningkatan kuikutsertaan anggota dari perkumpulan 
petani pemakai air sebagaiman 1 dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
pergantian wakil perkumpulan pe .ani pemakai air selarnbat - lambat nya 
setiap 3 (tiga) tahun rnelalui pemil.han secara demokratis. 



(3) Dalarn melakukan persidangan, ketua Kornisi Irigasi Kabupaten dapat 
mengundang narasumber terten tu dari instansi pemerintah, lernbaga 
swadaya masvarakat, dan unsur masyarakat terkait. 

(2) Tata tertib persidangan dan tata earn pengarnbilan keputusan ditetapkan 
oleh ketua Komisi Iriaasi. 

(1) Kornisi Irigasi Kabupaten bersid.mg sekurang - kurangnya 2 (dua) kali 
dalarn 1 (satu) tahun pada waktt menielang musim huian dan rnenielang 
musim kemarau, yang dihadiri c leh seluruh anggota dan dipirnpin oleh 
ketua. 
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Bagia: 1 Ketiga 
Tat,. keria 

(2) Kewaiiban Pengurus komisi irigas Kabupaten: 
a. Mernatuhi dan rnelaksanakan l .etentuan--ketentuan yang berlaku: 
b. Melaksanakan tugas yang rnenjadi tanggung [awabnya: 
c. Menghadiri rapat-rapat Komis i Irigasi Kabupaten dan kegiatan lain: 
d. Menaati semua ke sepakatar yang telah ditetapkan dan meniadi 

kebijakan Kornisi Irigasi Kabu oaten: dan 
e. Menyarnpaikan aspirasi lernbaga yang mewakilinya. 

( 1) Hak Pengurus Komisi Irigasi Kabi paten : 
a. Mendapatkan informasi tentar g masalah - masalah yang berhubungan 

dengan kegiatan Kornisi lri zasi Kabupaten dan informasi terkait 
lainnya: 

b. Menyampaikan aspirasi dan p1 -ndapat: 
c. Mernpunyai hak memilih dan c ipilih sebagai pengurus: 
d. Ikut dalarn proses pengarnbila 1 keputusan: 
e. Mempunyai hak suara yang sa ma; 
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Bazla 1 kedua 
Hak dan Kewajiban 

(3) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupa: en secara adrniniatratif dapat berada di 
bawah SKPD yang menangani uri san pengelolaan sumberdaya air 

c. Menyelenggarakan adrninistr asi kesekretariatan dan administrasi 
keuangan 



r·lsUPATIBEKASitr 

Ditetapkan di Cikarang 
pada tanggal 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 
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Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
rnengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh Kepala 
Dinas/SKPD. 
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BAB VI 
Penutup 

(3) Pertanggungjawaban penggunaa 1 dana operasional Kornisi Irigasi 
Kabupaten dilakukan oleh sekrs tariat rnelalui satuan keria di ternpat 
sekretariat Kornisi Irigasi 

(2) Sekretariat rnenyiapkan rencan t kebutuhan biaya operasional Kornisi 
Irigasi Kabupaten untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku. 

(1) Seluruh biaya yang diperlukan ur.tuk kegiatan Kornisi Irigasi Kabupaten 
dibebankan pada APBD pada sat ran keria di tempat sekretariat Kornisi 
Irigasi berada. 
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Bagian :<eempat 
Prneb.ayaan 


